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Tesisini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan
membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan
Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah
perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap
perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini”? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta
yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa
yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabiladi kemudian waktu ternyata ada
pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan
tanggung jawab atas akta tersebui.

...... This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of
sale and purchase as a Land Deed Official (Pgjabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of
sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the
action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of
sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as
Deed of Partij, which is adeed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the
parties guarantee what is stated is true and thereis no fraud in it. And if in the future there are parties who
feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed.
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